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ABSTRACT

Kepemilikan karbon hutan merupakan permasalahan kontemporer di bidang
hukum bisnis Islam. Sesuatu yang perlu dikaji aspek kepemilikannya.

Penulis menganalisa kepemilikan karbon hutan dengan teori al-mal dan al-
milk untuk mengetahui status karbon hutan tersebut. Sehingga diketahui statusnya,
apakah termasuk harta (al-mal) dan bisa dimiliki (al-milk).

Hasil penelitian menunjukkan karbon hutan termasuk al-mal karena
memenuhi unsur-unsur al-mal. Unsur-unsur tersebut: pertama memiliki manfaat,
kedua, mempunyai nilai ekonomi, ketiga, sesuatu itu telah diakui secara ‘urf melalui
regulasi perundang-undangan. Sudut pandang kepemilikannya termasuk kepemilikan
tidak sempurna atau al-milk al-nagqis sebab pemilik karbon hanya sebatas hak
pemegang izin dan hak pengelolaan hutan. Kepemilikan karbon hutan (Carbon
Property Right) yang tidak sempurna tersebut masuk dalam jenis al-milk al-‘ainz,
apabila pemilik karbon hutan juga sebagai pihak pemegang izin atau pemegang hak
pengelolaan. Kepemilikan karbon hutan yang tidak sempurna tersebut masuk dalam
jenis al-milk al-manfaah, apabila pemilik karbon hutan bukan pihak pemegang izin
atau pemegang hak pengelolaan atau dengan kata pihak yang membeli karbon hutan
dari pihak al-milk al-‘ainz. Kepemilikan karbon hutan tidak melanggar batas
muba hah al- ‘ammah. Sebab justru kepemilikan karbon hutan merupakan upaya untuk
menjaga eksistensi muba/ah al- ‘ammah demi kemashlahatan bersama.

Kata Kunci: Kepemilikan Karbon Hutan, Carbon Property Right, al-milk, al-mal,

muba hah al- ‘ammanh.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN
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Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan

0536/U/1987.

I.  Konsonan Tunggal
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
» Mim M ‘em
8 Nun n ‘en
3 waw w w
0 Ha’ H Ha
. Hamzah | ¢ apostrof
v Ya’ Y Ye
I.  Konsonan Rangkap keran Syaddah ditulis rangkap
5laze Di tulis Muta’addidah
A0S Di tulis ‘iddah
M. Ta’ marbutah di akhr kata
a. Bila dimatikan ditulis h
1S Di tulis hikmah
i Di tulis Jizyah

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis h.

s N Al S

Di tulis

Karamah al-auliya’

c. Bila ta’marbatah hidup atau dengan harkat di tulis h.

Skl 3157y Di tulis Zakah al-firi
IV.  Vokal pendek
Di tulis A
Di tulis I
Di tulis U
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V. Vokal panjang

Lol Di tulis a : jahiliyyah
o5 Di tulis a: tansa
{‘3; Di tulis 1: karim
P Di tulis 0 furid
VI.  Vokal ranhkap
vg_, Di tulis ai : bainkaum
Jsb Di tulis au : qaul

VII.  Vokal pendek berurutan dalam satu kata dip

isahkan dengan Apostrof

("”ﬁ Di tulis A’antum
dsd Di tulis U’iddat
¢ S o Di tulis La’in syakartum
VIIl. Kata sandang alif + Lam
o1 Di tulis Al-Qur’an
ok Di tulis Al-Qiyas
¢ o) Di tulis As-Sama’
2y Di tulis Asy-Syams

IX.  Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

2o &3 Di tulis Zawi al-furid
dl Jaf Di tulis Ahl as-Sunnah
X. Pengecualian

Sistem tranliterasi ini tidak berlaku pada:
a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa indonesia seperti. Al-
qur’an, hadis, mazhab, syariat, madzhab dan lafaz.
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b. Judul buku kata arab, namun sudah dilatinkan penerbit, seperti al-
mizan.

c. Nama pengarang atau penulis buku yang menggunakan nama
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misalnya Quraish Shihab, ahmad Syukri soleh dan Ahmad Thohari.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan bermanfaat
bagi hidup dan kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat
langsung dari keberadaan hutan diantaranya adalah kayu, hasil hutan bukan kayu
dan satwa. Sedangkan manfaat tidak langsungnya adalah berupa jasa lingkungan,
baik sebagai pengatur tata air, fungsi estetika, maupun sebagai penyedia oksigen
dan penyerap karbon. Penyerapan karbon sendiri terjadi didasarkan atas proses
kimiawi dalam aktivitas fotosintesis tumbuhan yang menyerap CO, dari atmosfer
dan air dari tanah menghasilkan oksigen dan karbohidrat yang selanjutnya akan

berakumulasi menjadi selulosa dan lignin sebagai cadangan karbon.

Kerusakan hutan, perubahan iklim dan pemanasan global, menyebabkan
manfaat tidak langsung dari hutan berkurang, yaitu karena hutan merupakan
penyerap karbon terbesar dan memainkan peranan yang penting dalam siklus
karbon global dan dapat menyimpan karbon sekurang kurangnya 10 kali lebih
besar dibandingkan dengan tipe vegetasi lain seperti padang rumput, tanaman

semusim dan tundra.*

! Tim Perubahan Iklim Badan Litbang Kehutananm, Cadangan Karbon pada berbagai Tipe
Hutan dan Jenis Tanaman di Indonesia (Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan
Iklim dan Kebijakan, 2010), him.1.



Biomassa hutan sangat relevan dengan isu perubahan iklim. Biomasa hutan
berperan penting dalam siklus biogeokimia terutama dalam siklus karbon. Dari
keseluruhan karbon hutan, sekitar 50% diantaranya tersimpan dalam vegetasi
hutan. Sebagai konsekuensi, jika terjadi kerusakan hutan, kebakaran, pembalakan

dan sebagainya akan menambah jumlah karbon di atmosfer.

Dinamika karbon di alam dapat dijelaskan secara sederhana dengan siklus
karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia yang mencakup pertukaran/
perpindahan karbon diantara biosfer, pedosfer, geosfer, hidrosfer dan atmosfer
bumi. Siklus karbon sesungguhnya merupakan suatu proses yang rumit dan setiap

proses saling mempengaruhi proses lainnya.

Term hak kepemilikan karbon muncul seiring dengan munculnya
perdagangan karbon. Perdagangan karbon sendiri lahir pasca di setujuinya
Protokol Kyoto tahun 1997 dimana dalam protokol tersebut disebutkan tentang
ketentuan yang mengatur regulasi perdagangan karbon. Tentu ketika perdagangan
telah berlangsung maka terjadi pula kesepepakat jual beli. Maka lahirlah hak

kepemilikan karbon atas transaksi jual beli tersebut.

Istilah? karbon® sendiri muncul pada tahun 1898, oleh ilmuwan Swedia

Svante Ahrrenius yang mengingatkan bahwa emisi karbon dioksia (CO,) dapat

penulis menggunakan istilah karena sampai saat ini belum ada ketentuan baku membuat
kaidah atau deskripsi karbon secara pasti. Hal ini juga dilandasi dalam istilah ilmu kimia karbon
merupakan unsur yang berbeda sama sekali dengan karbon yang dimaksudkan dalam penyusunan
skripsi ini. Dalam ilmu kimia karbon adalah unsur kimia (non-logam) dalam grafit. Sementara

grafit sendiri adalah jenis bijih batubara yang berfungsi bahan pembuatan pensil, celak dll.



menjadi penyebab perubahan iklim dan pemanasan global.* Namun, baru pada
tahun 1970-an, ilmuwan mendiskusikan pemanasan global dan perubahan iklim
sebagai agenda ilmiah yang selanjutnya menjadi keputusan politik.> Sebelum itu,
pemanasan global tenggelam dalam berbagai isu lain seperti nuklir dan perang
dingin.

Bagaimana terjadinya efek rumah kaca® dan pemanasan global digambarkan
dalam gambar di bawah ini. Bumi kita dapat diibaratkan sebagai mobil yang
diparkir di bawah panas terik dan kaca-kacanya ibarat gas rumah kaca dalam

lapisan atmosfer bumi. Tentu suhu dalam mobil akan lebih panas daripa da suhu di

*Term Karbon yang dimaksud adalah karbon dioksida (CO5), salah satu jenis gas rumah kaca
yang dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Sedangkan jenis gas rumah
kaca yang dapat diperdagangkan dalam pasar karbon umumnya adalah enam jenis gas rumah
kaca yang tercantum dalam Protokol Kyoto 1, yang meliputi meliputi karbon dioksida (CO),
metana (CH4), nitrat oksida (N,O), hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), dan
sulfur heksafluorida (SF2).

*Pemanasan global atau global warming sendiri diperkenalkan oleh Bill Mckibben melalui
bukunya The End of Nature yang dipublikasikan pada 1989. The End of Nature merupakan
kumpulan essay ilmiah yang diterbitkan The New Yorker hampir di setiap edisi yang kemudian
dibukukan. Dalam buku The End of Nature, Mckibben mulai memperkenalkan konsep dasar dari
Global Warming yang diulas melalui fenomena alam, pro, kontra, dan mekanisme pembentukan

gejala pemanasan global yang diungkapkan melalui racikan seorang jurnalis.

®> Rosenbaum, Kenneth L., Dieter Schoene dan Ali Mekouar, Climate Change and the Forest
Sector: Possible National and Subnational Legislation (Rome: Food and Agriculture Agency of
the United Nations, 2004), him. 57.

®Efek Rumah Kaca sendiri pengertiaannya menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari
Deforestasi, Degradasi Hutan Dan Lahan Gambut pasal 1 ayat (7) adalah gas yang terkandung
dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali

radiasi inframerah.



luarnya dan bila kaca-kaca mobil tersebut dipertebal maka suhu dalam mobil pun

akan meningkat.

Pemanasan Global (Global Warming) dan perubahan iklim (Climate Change)
merupakan pangkal dari krisis lingkungan yang sistemik. Krisis tersebut tidak
hanya terjadi pada saat sekarang saja, namun juga akan memiiliki efek domino

bagi generasi di masa yang akan datang.

Selanjutnya kaitannya dengan hukum Bisnis Islam, Islam sebagai agama yang
membawa rahmat kepada semesta alam (rahmatan [l ‘alamin) semestinya
mempunyai kebijakan dan kearifan yang bisa digali dari sumbernya yaitu: Al-

Qur’an dan As-Sunnah.

Hukum bisnis islam sendiri telah mengatur secara komprehensif tentang
kepemilikan harta benda. Pengaturan tersebut diatur dalam a-qur’an dan hadist
secara universal. Dan diperinci oleh para ulama atas penafsiran al-qur’an dan
hadist dalam bentuk figh sebagai hukum aplikatif. Namun dalam dinamika
perkembangan harta telah muncul berbagai model dan bentuk dengan spesifikasi

yang beragam. Begitu juga dengan bentuk kepemilikan atas harta benda.

Perkembangan benda yang paling mutakhir dalam peradaban manusia adalah
benda abstrak. Benda abstrak yang dimaksud adalah benda immateriil atau benda
tidak berwujud. Adanya benda tidak berwujud tentunya berkaitan erat juga dengan
status hak kepemilikannya. Seperti halnya Hak cipta, hak merk, hak paten dan
desain industri. Namun persoalan hak atas kekayaan intelektual (intelectual

Property right) baik berupa hak cipta, hak paten, hak merk dan desain industri



sudah banyak di telaah dalam kajian hukum bisnis islam. Sementara penulis belum
menemukan penelitian, hasil penelitian, buku, jurnal atau skripsi, tesis maupun
disertasi yang membahas tentang hak kepemilikan atas karbon (carbon Property

right) di tinjau dari hukum bisnis islam.

Kaitannya dengan hak kepemilikan atas karbon hutan (carbon Property right)
dengan hukum bisnis islam penulis menemukan benang merah. Benang merah
tersebut ketidak berwujudan tersebut karena yang diperdagangkan adalah hak.
Hak di sini dapat berupa hak untuk melepaskan gas rumah kaca’ ataupun hak atas

penurunan emisi gas rumah kaca.

Penyumbang karbon kepada biosfer berasal dari 4 lokasi yaitu udara, darat,
laut dan sedimen. Namun istilah carbon property rights lebih banyak digunakan
dalam konteks mitigasi melalui sektor kehutanan dengan dimungkinkannya
memperdagangkan karbon terutama paska dikeluarkannya skema REDD pada Bali
Action Plan 2007. Meskipun karbon telah diperdagangkan sebelumnya di beberapa

negara dengan cara menjual dan membeli “izin” untuk memproduksi emisi,?

" Dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013
Tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan
Dan Lahan Gambut gas emisi rumah kaca adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami

maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

8 Sebagai contoh, Inggris memiliki skema perdangangan emisi yaitu instrumen ekonomi yang
bersifat sukarela yang bertujuan untuk mengurangi GRK melalui pendekatan pasar yang
memungkinkan para pihak untuk membeli dan menjual “izin” untuk memproduksi emisi. Lihat
Juga Bell, S. dan D. McGilivray, Enviromental Law, 6th ed (Oxford University Press, 2006), him,
651.



namun pertanyaan apakah hak-hak atas karbon dan siapa pemilik hak atas karbon

lebih banyak berkembang pada perdagangan karbon di sektor kehutanan.

Karbon di kawasan hutan menjadi komoditas yang sangat bernilai sehingga
menjadi property yang membutuhkan kejelasan siapa saja pemegang hak-hak atas
karbon. Sementara itu karena karbon sebagai property berada di kawasan hutan,
maka pada prakteknya hak-hak atas karbon seringkali dikaitkan dengan hak-hak
atas hutan,® artinya untuk menentukan siapa saja pemegang hak atas karbon
dibutuhkan adanya kepastian terhadap hak-hak atas hutan. Dengan pemahaman
demikian hak-hak atas hutan harus terlebih dahulu terselesaikan sebelum

menentukan hak-hak atas karbon.

Menariknya karbon di sini adalah hak kepemilikan karbon itu seperti apa dari
segi legalitas atau keabsahannya. Hal itu dilandasai bahwa hak yang dimiliki oleh
pemilik merupakan hak untuk untuk melepas gas rumah kaca. Sementara gas
rumah kaca sendiri sebagaimana dijelaskan diatas merupakan penyebab pemanasan
global (global warming) dan perubahan iklim (climate change). Sehingga apakah
hal tersebut bisa disebut hak kepemilikan atas suatu benda? Apakah karbon

tersebut termasuk benda?

® Samantha Hepburn, Carbon Rights As New Property: The Benefits Of Statutory Verification
(Sydney: L. Rev. 2009), him. 239. Lihat juga Travis Allan, Kathy Baylis, Who Owns Carbon?
Property Rights Issues In A Market For Green House Gasses (2005), him. 57. David Takacs
Forest Carbon, Law And Property Rights, (Conservation International, 2009), him. 39. Alexandra
B. Klass, Elizabeth J. Wilson Climate Change, Carbon Sequestration, And Property Rights (2010),
him.74.



Oleh sebab itu, penulis sangat tertarik untuk menelusuri bagaimana status hak
kepemilikan karbon karbon (carbon property right) hutan dan status karbon itu

apakah termasuk benda ditinjau dari hukum bisnis islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem hak kepemilikan carbon (carbon Properti Right)?

2. Bagaimana status status harta pada karbon hutan dan bagaimana pula
kepemilikan carbon hutan (carbon Properti Right) menurut perspektif
hukum bisnis islam?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada pokok masalah diatas, tujuan yang ingin penulis capai

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kepemilikan carbon hutan (carbon

Properti Right).
2. Menjelaskan esensi kepemilikan karbon hutan tersebut menurut

perspektif hukum bisnis islam.
Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara Teoritis
a. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan hukum
bisnisislam yakni mengenai kepemilikan Karbon.
b. Memberikan pemahaman melalui kerangka Kepemilikan dalam
islam terhadap Kepemilikan Karbon.

2. Kegunaan Secara Praktis



a. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori Kepemilikan
Dalam Islam.

b. Menggugah kesadaran civitas akademik tentang pentingnya
kesadaran akan pemahaman bahwa “persoalan lingkungan bukan
hanya karena ideologi, politik namun juga pemahaman keagamaan.”

c. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Kesadaran
Pentingnya Pemahaman Perdagangan Karbon.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa literatul baik berupa buku, jurnal, maupun artikel terkati
dengan isu perubahan iklim, protokol kyoto, dan perdagangan karbon, dimana
masing-masing melihat persoanlan dari sudut pandang yang berbada. Tentunya
hal ini akan bisa menjadi pembanding dan memperkaya khazanan penelitian yang
akan dilakukan. Meskipun penulis tidak memilikinya secara keseluruhan dalam
bentuk buku cetak dikarenakan terbatasnya ketersediaan literatur-literatur tersebut
di toko-toko dan perpustakaan yang ada. Namun penulis bisa mendapatkannya
dalam bentuk elektronik terutama dalam format pdf.

John baylis- Steve Smith-Patricia Owens'®, dalam bukunya menjelaskan
tentang adanya penurunan jumlah sumber daya alam dan kondisi lingkungan yang
disebabkan oleh globalisasi. Isu semakin panasnya bumi atau perubahan iklim ini
disebabkan oleh efek rumah kaca sebagai akibat meningkatnya gas emisi buangn

yang dihasilkan dari industri, teknologi, pembangunan internastional, sementara

%John baylis, Steve Smith, Patricia Owens, The Globalization of World Politics, An

Introduction to International Relation, 4e (New York: Oxford University Press, 2008), him. 53.



disisi lain kemampuan bumi untuk memulihkan kadar gas karbon semakin
menurun hal ini disebabkan menurunya kondisi lingkungan khususnya sektor
kehutan. Persoalan perubahan iklim ini memerlukan kerjasama international dan
unutk mengatasai tersebut dibutuhkan komitmen bersama seluruh negara. Dengan
demikian persoalam atau isu lingkungan telah menjadi bagian dalam sistem
international dan mempengaruhi kebijakan pembangunan suatu negara dalam
konteks hubungan internationalnya.

Brohe, Arnaud Eyre, Nick and Howarth, Nicholas, With a Foreword by
Nicholas Stren mengupas secara detail tentang perubahan iklim, Skema
Perdagangan Karbon, dan Definisi Pasar Karbon, Jenis Pasar Karbon mulai pasar
karbon Protokol Kyoto, Pasar Karbon Eropa, Pasar Karbon Amerika Serikat,
Pasar Karbon Australia dan lain-lain. Hal menarik dari buku ini membahas secara
detail dari sisi teori dan praktik, termasuk kelemahan-kelemahan terkait dengan
mekanisme atau skema dari masing-masing perdagangan karbon dan pasar karbon
yang ada, termasuk tinjauan secara ilmu lingkungan, politik, ekonomi, sosial dan
etika. "

Erna Meika Naibaho dalam tesisnya yanga berjudul Tinjauan Hukum Dalam
Perdagangan Karbon Kredit menjelaskan tetang perdagangan karbon kredit
sebagai mekanisme/skema penanganan pengurangan emisi gas rumah kaca,
dimana masih terdapat pro dan kontra baik dari sisi subtansi maupun pelaksanaan.

Maka dalam tesis ini membahas konsep pedagangan kredit dalam tinjauan hukum

! Brohe, Arnaud Eyre, Nick and Howarth, Nicholas, With a foreword by Nicholas Stren,

Carbon Markets an International Bussiness Guide (Earthscan, 2009), him. 68.
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positif baik keperdataan maupun aspek hokum publik. Tesis tersebut dibahas
menggunakan metode penelitian kepustakaan, sehingga menghasilkan kesimpulan
yaitu pada dasarnya mekanisme/skema tersebut sudah diimplementasikan dan
member manfaat meskipun masih terdapat permasalahan yang dapat berpotensi
menjadi masalah hukum dan ketidakefektifan terhadap tujuan diselenggarakannya
perdagangan karbon kredit ini.*?

Laporan dari Indonesia Forest and Media Campaign atas hasil pertemuan
menggagas Fikih Lingkungan (figh al-bi’ak) oleh Ulama Pesantren di Lido
Sukabumi 9-12 Mei 2004. Dalam laporan yang berbentuk Buku tersebut dengan
judul Figih Lingkungan (Figh al-Bi’ah) di sebutkan tentang ayat-ayat dan hadis
beserta tafsir-tafsirnya yang berkaitan dengan kewajiban menjaga keseimbangan
lingkungan. Juga tentang pemikiran-pemikiran ulama tempo dulu melalui Kitab-
kitab karyanya tentang konservasi, hutan lindung, dan pentingnya menjaga alam
dari kerusakan. *®

Kusnandar Prijadikusuma dalam tesisnya Posisi Indonesia dalam
Perdagangan Karbon International (Mekanisme Pembangunan Bersih)
mengemukakan bahwa share Indonesia masih rendah dalam partisipasinya di
dunia perdagangan karbon internasinal dengan skema mekansime
pembangunanbersih / clean development mechanism (CDM). Menurut hasil

penelitiannya hal tersebut di sebabkan beberapa factor. Pertama faktor internal,

2 Erna Meika Naibaho, “Tinjauan Hukum dalam Perdagangan Karbon Kredit” tesis tidak

diterbitkan, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2011

BIndonesia Forest and Media Campaign, Figh lingkungan (Figh al-Bi’ah), Cet ke-2 (Jakarta:

Conservation International Indonesia, 2006), him. 37.
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yang terdiri dari potensi sector energy dan kehutanan, kepentingan serta
kebijakan. Kedua, faktor eksternal, hal di dasari kepentingan negaa annex 1 dan
responnya mempengaruhi posisi Indonesia. Faktor kedua inilah yang yang paling
dominan. Maka dari dari, menurutnya hal yang paling penting adalah persiapan
yang memadai dengan diiringi kebijakan politik yang kuat agar share Indonesia
menjadi lebih baik. **

Tinajuan pustaka selanjutnya adalah tesis FL. Fernando Simanjuntak yang
berjudul Mekanisme Pembangunan Bersih (clean Development Mechanism)
terhadap kawaan Hutan Berdaarkan Protokol Kyoto. Dalam tesis tersebut
dijelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan karbon
dengan mekanisme clean development Mechanism terhadap kawasan hutan
berdasarkan Protocol Kyoto telah berkekuatan hukum secara global sejak 21
maret mei 1994, setelah diratifikasi oleh 50 Negara. Dan hingga tahun 2005,
konvensi tersebut telah diratifikasi oleh lebih dari 141 negara dan mempunyai
ruang lingkup pada sector aforestasi dan reforestasi, namun masih memilik
kendala-kendala teknis yaitu baseline, non-permanence, uncertainties, leakage
(kebocoran), addititonality, dampak social dan ekonomi, dan dampak pada
ekosistem alam sehingga CDM dapat beralan secara penuh, efektif dan

berkelanjutan berdasarkan protocol Kyoto dan diharapkan kesiapan semua pihak

Y Kusnandar Prijadikusuma, “Posisi Indonesia dalam Perdagangan Karbon Internasional
(Mekanisme Pembangunan Bersih)”, tesis tidak diterbitkan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik,

Universitas Indonesia, 2011.
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dalam mengimplementasikan secara global, baik dari Negara-negara annex | dan
annex 11.1°

Hasil analisis dari berbagai kajian pustaka tersebut dapat ditarik benang
merah bahwa perdagangan karbon secara kredit terutama sector kehutanan
dengan skema CDM sudah berjalan dengan baik. Secara hukum positif juga sudah
memenuhi asas-asas hukum sebagaimana mestinya. Sedangakan dari segi asas
perekonomian juga sudah bisa dikatakan memberikan solusi yang cukup baik.
Namun tetap saja ada aspek yang belum terungkap tentang asas kemaslahatan
bagi semua pihak karena ada efek ketimpangan dimana Negara indusri dengan
tetap leluasa melepaskan emisi dan disisi lain Negara berkembang Annex | seolah
memberikan legitimasi atas pelepasan emisi tersebut meski bisa tetap menjaga
hutan dengan baik.
E. Kerangka Teoritik

Konsep kepemilikan Harta diatur dalam islam melalui syariatnya. Adanya
peraturan ini dimaksudkan untuk memberi arahan dan bimbingan tentang cara-

cara kepemilikan harta secara baik dan benar. Hal ini supaya tidak terjadi sengketa

atau perseteruan dengan pihak lain antar sesama manusia. Allah Berfirman:

IS5 ST (31500 VI3 5 W1 ST e o)l o

ﬁ"lu‘)“)

® FL. Fernando Simanjuntak, “Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development
Mechanism) terhadap Kawasan Hutan Berdasarkan Protokol Kyoto”, tesis tidak diterbitkan,

Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2009.
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Terkait dengan sistem kepemilikan atas harta benda Allah juga memberi
rambu-rambu berupa larangan memiliki harta dengan cara memakan (usaha
memiliki) harta orang lain dengan cara yang tidak pantas (bathil). Sebagaimana

firman-Nya:

5 0585 0 V) bWl S Sl 1555 Y 1T ity
oS 5

Allah Swt juga mengakui terhadap hak kepemilikan manusia atas harta benda

sebagaimana firman-Nya:
A Oy gl LGy (hlaly on by gl (SO0
s b S e

Sedangkan diera Rasulullah SAW pengakuan atas hak kepemilikan terhadap
harta benda dibuktikan dengan pengakuan kepemilikan harta benda rasulullah dan
para sahabat yang diperoleh sebelum islam turun, demikian juga pengakuan
terhadap hak kepemilikan non-Muslim. Selain hal tersebut, nabi memberikan
pengakuan hak milik atas tanah mati (terlantar) ayang dikelola menjadi produktif.
Demikian juga kepemilikan terhadap harta non-muslim yang telah membayar
jizyah (pajak keamanan) dan kharaj, maka perlindungan yang diperoleh sama

dengan kepemilikan seorang muslim.

S Al-Mulk (67) :15.
' Al-Bagarah (2):188.

'8 Al-Ahzab ayat (33) : 27.
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Rasulullah juga menganjurkan umat manusia supaya memiliki harta benda.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

B L5 0Ly yody b oor IS OF o 1, a3 Lolabs s ST L

o S8l e (s Al el ) oy J.o.o oy JfgLi BILY ,(B’\....J\ ade 4>

4
(P
Dalam literatur khazanah figh klasik, tidak ditemukan wacana atau kajian

tentang hak kepemilikan karbon, namun ada percikan semangat pemikiran yang
menjadi inspirasi seperti yang dikemukakan Imam al-Qarafi al-Maliki tentang
ijtihad yaitu suatu kreatifitas pemikiran terhadap permasalahan baru.?

Sedangkan terkait dengan hak kepemilikan dalam khazanah fikih,
kepemilikan diartikan sebagai penguasaan terhadap benda yang dimungkinkan
untuk memiliki secara berkelanjutan dan dapat melakukan transaksi sepanjang
tidak dilarang oleh ketentuan syariat. Penguasaan sendiri diartikan sebagai
kemampuan untuk mempergunakan tetapi dibatasi oleh ajaran syariat.

Para ulama membagi kepemilikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Al-milk al-tamm (kepemilikan sempuran)

2. Al-milk al-naqis (kepemilikan tidak sempurna)

9 Bukhari, sa#ih al-Bukhari (Kairo: Dar al-Fikr, 1981), 1X:129.

®Dalam kajian ushul figh, al-ijtihadat adalah produk orisinil dari pemikiran fugaha mengenai
suatu masalah tertentu, pemikirnya lazim disebut al-mujtahid. Jika ada seorang yang mengulangi
lagi hasil pemikiran sebelumnya, atau ikut pendapatnya, dan ia tahu argumennya maka ia disebut
al-muttabi’. Jika sekedar mengikuti tanpa mengerti argumen dari pendapat mujtahid tersebut, ia

disebut al-mugallid (pengikut buta).
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Kepemilikan benda sempurna dapat diperoleh melalui 4 (empat) hal:**

1) Ihzarul mubahat (memiliki benda-benda yang boleh dimiliki, atau
menempatkan sesuatu yang boleh dimilki di suatu tempat untuk dimiliki).
Inilah dikatkan muba/, seperti air yang tidak dimiliki seseorang, rumput
dan pepohonan di hutan belantara yang tidak dimiliki orang, binatang
buruan dan ikan-ikan di laut. Ini semuanya barang mubah. Semua orang
dapat memiliki apa yang disebutkan itu. Apabila dia telah menguasai
dengan maksud memiliki, menjadilah miliknya. Menguasai dengan
maksud memiliki itu, dikatakan ihraz. Kemudian memiliki benda-benda
yang mubah dengan jalan ihraz, memerlukan dua syarat:

a) Benda itu tidak dikuasai orang lain lebih dahulu.
b) Maksud memiliki (memiliki)
2) Al-uqud (akad)

Menurut istilah fugaha ialah :

g 3ol gl g g b ey e Jpb OB LU

Masuk ke dalam uqud, dari segi menjadi sebab milkiyah atau
malakiyah:

a) Uqud jabariyah

b) Istimla atau uqud bi al-ijbari.

3) Al-khalafiyah (pewarisan)

“Hashi As-Shiddigi, Pengantar Figh Muamalah (Semarang: Pustaka Rizki Utama, 2009),
him.10.

21bid., him. 12.
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TG 3 ) £ J e ot ol et o
“Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama
vang telah hilang, pada berbagai macam rupa hak”.
Khilafiyah ini ada dua macam:
a) Khilafiyah syakhsyi’an syakhsyr.
b) Khalafiyah syai’ an syaiin dan itulah yang dikatakan tadmin, atau
ta’wid (menjamin kerugian).

4) Al-tawallud min al-mamlik (berkembang biak)

Diantara sebab-sebab dan dasar-dasar yang telah tetap, tidak dapat
diganggu gugat oleh siapapun, ialah : segala yang terjadi dari beban
yang dimiliki, menjadi hal bagi yag memiliki benda itu.

Kepemilikan tidak sempurna sendiri diperoleh melalui:**

1. Kepemilikan terhadap manfaat benda saja tanpa memiliki manfaat atas
kegunaan benda tersebut.

2. Kepemilikan pada manfaat suatu harta benda saja.

3. Hak kepemilikan untuk memanfaatkan benda orang lain karena
ketentuan hukum, seperti melewati pekarangan (haq al-murar), hak
pengairan melewati sawah orang lain (haq al-masil).

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa asas

kepemilikan suatu benda didasarkan pada:®

2 |bid., him. 13.

*Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islamiyah wa ‘Adillatuh (Damaskus : Tnp, 1978), him.68.
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1. Amanah.

2. Infiradiyyah.

3. ljtimaiyyah.

4. Manfaat.

Kemudian dalam kompilasi tersebut juga diatur cara perolehan benda, cara-
cara tersebut yakni:*®

1. Pertukaran

2. Pewarisan

3. Hibah

4. Wasiat

5. Pertambahan alamiah

6. Jual beli

7. Lugathah

8. Wakaf.

9. Cara lain yang dibenarkan menurut syara’.
Sifat kepemilikan benda juga diaturnya yakni:?’
1. Pemilikan penuh.

2. Pemilikan tidak penuh.

3. Pemilikan penuh yang tidak bisa dialihkan, tetap bisa dialihkan.

®pysat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah, cet ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), him. 9.

B1hid., him. 10.

bid., him.11.
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4. Pemilikan syariakat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah
tasharruf-nya.

5. Pemilikan syarikat yang penuh di-tasharruf-kan dengan hak dan kewajiban

secara proporsional.

Menjaga lingkungan hidup atau hifz al-bi’ah bisa merupakan maslahah
mursalah dan bisa juga masuk dalam bingkai masia@hah mu tabarah dan bisa juga
masuk dalam bingkai mas/aah mursalah. Al-Qur’an hanya menyinggung tentang
prinsip-prinsip  konservasi dan restoras lingkungan, seperti : larangan
pengrusakan,”® larangan berlebih-lebihan dan sebagainya. Prinsip prinsip ini
dinamakan masl@hah mu’tabarah. Namun, sejauh mana kadar berlebihan serta
teknis operasional penjagaan sama sekali tidak dapat ditemukan dalam al-qur’an.
Kita harus ber-ijtihad sendiri sebagaimana tanah pinggir sungai supaya tidak
terkena erosi. Maslahah inilah yang dinamakan masiaAah mursalah. Kabutuhan
akan menjaga lingkungan tetap niscaya untuk dijalankan karean ligkungan hidup
merupakan penopang segala kehidupan ciptaan Tuhan.

Selanjutnya, apabila kita kaji dari persepktif (tipologi) maslahah dari segi
kepentingan dan tingkat kekuatan (real power) atau kualitas yang dimilikinya,
bantuk masl@hah terbagi menjadi tiga macam, yaitu maslahah darariyyah ,
maslahah hajiyyah dan maslahah taismiyyah.?

Meski teori maslahah secara akademis mulai lahir pada era al-ghazali, namun

argumen prinsipnya masih dan relevan dengan isu-isu lingkungan hidup dengan

%8 Misal Ali-lmran (3) : 14, al-Fajr (89): 19-20, al-Isra’ (17): 27.

#Al-Syatibi, al-Muwafagat fi Usil al-Akkam (Beirut : Dar al-Fikr, 1341 H), 11:8
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memperluas cakupan argumen instrumentalnya. Al-Qar dawi memberikan tawaran
konsep seperti ini. Dalam pandanganya, ketersediaan lingkungan hidup yang baik
akan menentukan terwujudnya norma-norma tengah. Dalam Kkaitan ini, al-
garadhawi merumuskan istilah: Aifz al-bi’ah min al-muhafazah ‘ala al-din
(memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara agama), Aifz al-bz’ak min
al-muhafazah  ‘ala al-nafs (memelihara lingkungan adalah bagian dari
memelihara jiwa), Aifz al-bi’ah min al-muhafazah ‘ala al-nasl (memelihara
lingkungan adalah bagian dari memelihara keturunan), Aifz al-bi’ah min al-
muhafazah ‘ala al-‘aql (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara
akal), Aifzal-bi’ah min al-muhafazah ‘ala al-mal (memelihara lingkungan adalah
bagian dari memelihara harta).*

Seseorang yang mempunyai hak milik diperbolehkan membangun apa saja di
atas hak miliknya dengan bebas. Akan tetapi, ia tidak boleh membangun
bangunan yang dapat menghalangi sinar matahari dan udara tempat tinggal
tetangganya.®’ Seseorang tidak boleh menyalakan api apabila menurut dugaannya
hal itu akan merugikan orang lain, yaitu pencemaran, dan ia dianggap dosa atas
perbuatan tersebut. Pemerintah harus memberi sanksi kepadanya. Apabila pemilik
rumah membuat dapur di rumahnya, kemudian asapnya mengganggu tetangganya,

maka hal itu dilarang.*?

v usuf Al-Qardhawi, Ri’ayah al-Bi ah f7 as-Syari’ah Al-1slamiyyah (Kairo: Dar Al-Syurug,
2001), him. 39.

%1 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islamz, him. 13.

%Abu Ya’la Muhammad bin Husain Farra Al-Hambali, al-Ahkam al-Sulzniyyah (Beirut:
Dar al-Fikr, t.t), him. 301.
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Secara prinsip, pemanfaatan udara dalam syariat telah diatur dengan begitu
longgar, selama tidak berhubungan dengan udara di sekitar wilayah kepemilikan
pribadi. Membuat fasilitas melewati wilayah udara di atas rumah-rumah
penduduk, harus melalui ijin mereka. Karena menurut syariat, wilayah udara yang
berada di atas sebuah kepemilikan secara hukum mengikuti status kepemilikan
tempat yang berada di bawahnya.** Bahkan pemanfaatan wilayah udara dari
tempat-tempat umum juga diperkenankan selama tidak menimbulkan ekses
negatif.>

Asap kendaraan, asap pabrik maupun pencemar udara lain sebenarnya tidak
secara langsung timbul dari pemanfaatan udara. Hanya saja, ketika gangguan itu
dihasilkan melewati udara, secara tidak langsung hal itu merupakan
penyalahgunaan wilayah udara yang seharusnya bersifat netral. Dalam hal ini
syariat menggaris bawahi, bahwa pemanfaatan udara yang diperkenankan adalah
penggunaan secara wajar dan tidak sampai mengganggu atau bahkan
menimbulkan ekses negatif bagi orang lain. Selain menetapkan sangsi, Syariat
juga memperkenankan pemerintah menindak pelaku pencemaran ketika
mengakibatkan dampak negatif pada level tertentu, selama terbukti bahwa
kesalahan itu memang diakibatkan prosedur yang tidak benar.*

Dalam wacana syariat, menanam tanaman yang bermanfaat merupakan

sebuah anjuran. Bahkan ketika pepohonan tersebut dapat dimanfaatkan oleh

%3Syihab ad-Din al-Qarafi, al-Furuq (Beirut: Dar al-Fikr, 1982 ), IV:15-16.
¥Sulaimanal-Bujairimi, Bujairimi ‘ald al-Khatib (Mesir: Mustafa al- Babi, 1951), I1I: 100

®Abdurrahman as-Suyiti, al-sawi li al-Fatawa (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403
H/1983 M), I: 112.
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makhluk hidup lainnya, Islam mengkategorikannya sebagai sedekah yang selalu
mengalir. Tentunya hal ini dapat kita kontekstualisasikan dalam model
penghijauan, dimana selain sebagai tempat berteduh, kemanfaatan dalam
mengatasi masalah polusi tentu akan berpahala lebih maksimal.*

Namun dalam hal ini syariat juga menghimbau pemerintah agar bijaksana
dalam membangun sarana semacam ini. Dalam arti, lokasi taman perkotaan harus
berada di tempat strategis serta tidak menimbulkan permasalahan baru.*” Di
samping itu, perawatan pepohonan juga harus dilakukan oleh semua pihak,
pemerintah sebagai penanggungjawab dibantu oleh masyarakat yang berada di
sekitarnya. Hal ini dilandasi bahwa agama Islam menganggap pepohonan dengan
segala kemanfaatannya adalah merupakan aset yang tidak boleh ditelantarkan

begitu saja.*®

F. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian
Dalam menyusun skripsi ini, peyusun menggunakan jenis penelitian
pustaka library research), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan
menelaah sumber-sumber trtulis dengan jalan mempelajari, menelaah dan
memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan

matri pembahasan.

% Muhammad Ahmad Alisy, Syarkh Minah al-Jalil ala Mukhtashar Khalil (Mesir: Penerbit
al-Kubra, 1294H), him.418.

3 Abdurrahman as-Suyiti, al- Hawi li al-Fatawa ..., him.127.

* Sulaimanal-Bujairimi, Bujairimi ‘ala al-Khatib..., him.129.
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2. Sifat Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-
kritis, yakni terlebih dahulu penyusun mendeskripisikan serta memaparkan
data-data yang diperoleh, dikaji secara sistematik kemudian dianalisis
dengan menggunakan kerangka teori yang sudah ditentukan. Setelah
ditemukan kesimpulan dari data yang dianalisis penyusun mengkritisi dari
data yang telah dianalisis, penyusun mengkritisi dari kesimpulan
sementara untukmendapatkan teori hukum baru. Dengan demikian
ditemukan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Masalah
Berkaitan dengan pokok permasalahan di atas, maka pendekatan terhadap
masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah figh atau normatif
dan ushul figh (filsafat hukum islam). Pendekatan digunakan untuk
melihat pokok masalah yang kedua.

4. Teknik Analisa Data :
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
teknik analisa data kualitatif. Menurut teori yang dikemukakan Mathhew
B. Miles, proses yang harus dilalui dalam menganalisa data Secara
kualitatif meliputi:
a. Pengumpulan data

Penyusun mencari serta mengumpulka data yang dibutuhkan, serta
data yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh dari beberapa

literatur. Penyusun mengumpulkan teori-teori yang berkaitan dengan
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kepemilikan karbon hutan dari beberapa literatr dan perundang-
undangan. Selain itu, penyusun mengumpulkan fenomena-fenomena

yang berkaitan melalui literatur-literatur yang berkaitan.

. Reduksi data

Data yang telah terkumpul disederhanakan dan diseleksi relevansinya
dengan masalah penelitan, sedangkan data yang tidak diperlukan tidak
dipakai. Sehubungan dengan penelitian ini, maka dari sekian data yang
diperloleh dari proses pengumpulan data, yang paling mempunyai
relevansi pada penelitian ini menjadi bahan dalam penyajian data.
Penyimpulan data

Pada tahap ini adalah dilakukan pengorganisasian data yang sudah
direduksi. Data tersebut disajikan terpisah antara satu tahap dengan
tahapan yang lain, tetapi setelah kategori terakhir direduksi, maka
keseluruhan data terangkum dan disajikan secara terpadu, dengan
melihat penyajian data, maka dapat dipahami apa yang sedang terjadi
dan apa yang harus dilakukan.

. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis, akan
disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal
biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan
semakin terang dan memiliki dasar yang kuat. Selanjutnya kesimpulan

sementara .
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Pada tahap ini, penyusun melakukan proses istimba¢ al-Aukm namun
kesimpulan itu diverifikasi lagi.
e. Kesimpulan Akhir
Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang
telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh
setelah pengumpulan data selesai.
G. Sistematika penulisan
Skripsi ini dalam rencana pembahasannya meliputi 5 (lima) Bab. Setiap Bab
terdiri Sub-sub Bab yang menjelaskan muatan-muatan materi sebagi penjelas.
Adapun isi dan muatan yang terkandung dalam setiap pembahasan tersebut adalah
sebagai berikut:

1. Bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan Masalah,
tujuan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penulisan dan
sistematika pembahasan.

2. Bab 1l membahas tentang konsep hak kepemilikan menurut hukum
islam yang berfungsi sebagai pisau analisis penulisan skripsi ini.

3. Bab Il berisi tentang ruang lingkup perdagangan karbon secara umum
dan kepemilikan karbon (Carbon Property Right). Membahas bagaimana
karbon itu bisa menjadi hak ata kepemilikan. Siapa saja yang berhak
memiliki dan bagaimana bentuk penguasaannya (legalitas kepemilikan).
Bagaimana wujud karbon dan bagaimana asas kemnafaatan dari suatu

karbon.
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Bab 1V memuat tentang Analisis Kepemilikan Karbon (carbon Property
Right) perdagangan karbon menurut perspektif hukum bisnis islam yang
khususnya berkaitan dengan kepemilikan.

Bab V kesimpulan dan saran.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Aspek Harta (al-Mal)
Karbon Hutan termasuk harta benda, karena memenuhi unsur:
a. Adanya unsur dapat dimiliki (al-milkiyyah) dimana pemiliknya dapat
menguasai. Meskipun aspek wujudnya tidak nampak (Immateriel).
b. Adanya unsur nilai ekonomis (zat al-gzmah al-igtisadiyyah).
c. Adanya unsur al-"urf'yakni dilindungi oleh undang-undang dan peraturan-
peraturan turunannya.
2. Aspek Kepemilikan (al-Milk)

a. Kepemilikan karbon hutan termasuk dalam kepemilikan tidak sempurna
sempurna (al-milk al-nagis). Yakni kepemilikan atas karbon di mana
pemilik karbon hanya memiliki potensi atau manfaat dari karbon hutan
tersebut tanpa memiliki lahan hutan tersebut.

b. Kepemilikan karbon hutan (Carbon Property Right) yang tidak sempurna
tersebut masuk dalam jenis al-milk al- ‘ainz, apabila pemilik karbon hutan
juga sebagai pihak pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan.

c. Kepemilikan karbon hutan (Carbon Property Right) yang tidak sempurna

tersebut masuk dalam jenis al-milk al-manfa ah, apabila sipemilik karbon

114
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hutan pihak bukan pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan atau
dengan kata pihak yang membeli karbon hutan dari pihak al-milk al- ‘ainz.
3. Kepemilikan karbon hutan tidak melanggar batas muba/ah al-‘@ammah. Sebab
justru kepemilikan karbon hutan merupakan upaya untuk menjaga eksistensi
mubgahah al- ‘ammah demi kemashlahatan bersama.
B. Saran
1. Hak kepemilikan karbon hutan hendaknya masuk dalam kajian Ekonomi
Islam Kontemporer.
2. Majelis Ulama Ulama Indonesia (MUI) hendaknya segera memberikan Fatwa
terkait status Karbon Hutan dan Hak Kepemilikannya.
3. Para Civitas Akademik terutama PTAI mengkaji dan menelaah secara kritis,

sehingga memberikan paradigma dan wawasan kelimuan yang luas.
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Lampiran 1

Terjemah al-Qur’an dan Hadits

HIim

fn

Terjemah

BAB |

12

15

Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka
berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari
rejeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)
dibangkitkan.

13

16

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain
di antara kamu dengan jalan yang bathil,

13

17

Dan Dia wariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan
harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu
injak.

101
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